KOP SURAT SATKER

Nomor oS- <Tempat, tgl/bin/Tahun>
Lampiran ;1 (satu) berkas

Hal . Permohonan Persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Il
JI. Otto Iskandardinata No. 53-55 5, RT.5/RW.9, Bidaracina
Jakarta Timur - 13330

Surat Permohonan harus direkam menggunakan aplikasi SAS pada user
PPSPM di menu Lainnya >> Kartu Kredit Pemerintah >> Permohonan

Persetujuan ke KPPN

Hal ini wajib mengingat surat permohonan hasil aplikasi SAS tersebut

mengandung Barcode yang akan terhubung dengan ADK *.kkp



KOP SURAT SATKER

SURAT PERNYATAAN
Nomor : XXXXXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama PP

2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3. Satuan Kerja e (XXXXXX)
4. Unit Organisasi PP (xx)

5. Kementerian Negara/Lembaga ..........cooooiiiiiiiiiiiniinnn. (xxx)

dengan ini menyatakan bahwa:

Besaran UP Satker yang akan diajukan untuk Tahun Anggaran ........ adalah sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah (Rp)
Pagu DIPA 0
2 | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 (satu) 0
tahun

3 | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1

(satu) tahun 0
4 | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit 0
Pemerintah dalam 1 (satu) tahun
5 | Besaran UP Satker per bulan 0
6 | Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP Satker per bulan 0
7 | Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran UP tunai (60%) / 0
Perubahan Proporsi UP Tunai
8 | Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP
Kartu Kredit Pemerintah (40%) / Perubahan Proporsi UP kartu Kredit 0

Pemerintah

. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan
harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);

. Bersedia untuk menyetorkan ke kas negara melalui BP, besaran/ jumlah potongan UP Tunai yang
telah ditetapkan KPPN atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan
sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian
(revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan;

. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari total besaran/ proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN
sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan
Kartu Kredit Pemerintah Tingkat Satker;

. Mematuhi besaran UP Tunai/ perubahan besaran UP Tunai serta besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah/ perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN dan
menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Jakarta Timur, ............ 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran,



A FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

LAMFPIEAN

PERATURAN MENTER]! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
196 /PMEG /2018
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGOUNAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH

NOMOR

KOP SURAT
SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN
Nomor @ 3000000

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), vang bertandatangan di

bawah i :
1. Nama
2. Jabatan

3. Satuan Kerja
4. Unit Organisasi
5 Kementerian Negara [Lembaga
dengan ini menyvatakan babma:

1. Besaran UP Satker vang diajulan untuls Tahun Anggaran ...[5)... &

____________________________________________________ i)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

benkut :
Hesaran P
Kartu Kredit
r i : . Pemetintah
el Be'hn'Juu= B];.: sl Perutmhan 31:;?1-']3 AL
Dalamja vang . FEng P YEng Perubahan
dapat fipat d.apl;-n Besaran P Py lﬂ:‘ Perubahm Besaram P
Mo, Pagu DIPA i | i | gl Satier per | Wmelampaul | BemmnUP | L o
melalui UP melahi UP melahui P e BemmnUP | Tunad (60%)/ Pt
aiarn 1 Tuned delern | Kariu Kredst Sathoer per Parubahan o
1 {natu) Pemerintak bukan Proparsi UP (40%)/
[matnr ) tahu tkiia e T ¥ Perubahan
KR Proparsi UP
[matu) b X prafie
Pemerintah
8. Ny B 9. .{10).. 1. 2. (1. (14,
L
Bpls Miliar | Rof Miler | Bpi6 Miksr | Bpdd Mlar | Bpi00 Juta - | pon Jum Rp200 Juta
2
Comtoh &
EplS MiEar Rph Miliar | Rpdf Mikar | Rpd,d Miir - Epl,5 Mifar RpS00 Juta Rpbld Juta
3. |
Lontoh &
RplE Mikar Bpf Milir | Rpd 5 Miliar | Fpd4 Milisr Rp5i0 Juts - Rpds0 Juts BplSk Juts
4. Fi it |

2. UP tersebut alan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegpatan operasional
sehari-hari Satker dan/atau membiaval pengeluaran vang tidak dapat dilakukan
melalil pembayvaan LS.

3. Bersedia untuk menvetorkan ke kas negam melalui BP, besaran fjumlah potongan
UP Tunai wvang telah ditetapkan EKPPN atau melalulan pemotongan atas
penggantian UP Tunai yvang digjukan sebesar jumlah potomgan yang telah



ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian frevolvig) UP Tunai
minimal 1 {sata) kali dalam 1 {satu] bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25%
{dua pulub lima persen] dari total besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah
vang telah disetujui oleh KFPN sebagai akibat ditemukannyva ketidaksesuaian
pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembavamn dengan Kartu
Kredit Pemerintah Tinglat Satker.

. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunai serta besaran UP
Kartu Hredit Pemerintah/perubahan besaran UP Karm Kredit Pemerintah yang
telah disetuui oleh KPPN dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan vang telah ditetaplan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

PR | 2 o O [ S
Euasa Penggina Anggaran,
...................... {17])..

(18)..




FETUNJUK FENGISIAN
SURAT FERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO.

LURAIAN

(1

Diizi dengan nama Kuasa Pengpuna Anggaran (EPA).

i2)

Dii=i dengan nama Satker.

)

Diizi dengan nama Umit Kerja/ Organisasi (Eselon L

)

Dii=i dengan nama Kementerian Negara)/ Lembaga.

i

Dii=i dengan tahun anggaran berjalan.

izl dengan nomor urat.

(8)

(9)

| Diisi dengan total Pagn DIPA Satker jdalam Rupiahj.
| Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarksn melalui UP selama 1 (satu)

tahun (dalam Rupiah).

Diizsi dengan pagu jenis belsnja yvang dapat dibayvarkan melald UP Tunai sclama 1
(gatu) tmhum vaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dar pagu jenis belanja vang
bisa dibevarkan melalui UP [dalam Rupiah).

110]

Diis1 dengan pagu jenis belanja vang dapat dibayvarkan melalui UP Kartu Kredit
Pemerintah selama 1 fsatu) tshun vaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
jenis belanja vang bisa dibayarkan melalui UP [dalam Rupiah).

(11)

Misi dengan besaran UP Satker per bulan sesual dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenal Tata Cara Pembeyaran dalam mngka Pelaksansan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negam (dalam Rupiah).

(12

(13)

Diisi dengan perubahan bessran UP melampaui besatan UP Satker per bulan yang
telah disetujul Kepala Kanwil DU P sctempat (dalam Fupiah).

Diisi dengan:

a. Besaran UP Tunai yaitu 60% dari beseran UP Sather per bulan atau 60% dari
perubshan besaran UP melampaui besaran UP Satker per bulan yang telah
disetujui Kepala Kanwil DJPb setempat (dalam Rupiah); atau

b. Perubahan proporsi UP Tunai yaitn proporsi lebih lecilflebih besar dari 60%
dikalilan dengan besaran UP Satker per bulan atau propaorsi lebih kecil!lebih
besar dari 60 dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP
Satuan Herja per bulan [dalam Bupiah). Penetapan perubahan proporsi UP Tunai
diberilkkan oleh Kepala Kanwil D Pb setempat

i14)

Diisi dengan:

a. Besaman UP Hartu Kredit Pemerintah yaitu 40% dan besaran UP Satlker per bulan
atau 40% dari perubaben besaran UP melampaui besaran UP Satker per bilan
yvang telah disetujui Kepala Kamwil DIPb setempat (dalam Rupiah); atau

b. Perubabsn proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yaitu proporsi lebih kecil flebib
besar dari 40% dilmlikan dengan besaran UP Satler per bulan atau proporsi
lebih lecilflebih besar dad 40% dimlikan dengan perubabesn besamn UP
melampaul besaran UP Satleer per bulan (dalam Rupiah). Penetapan perubahan
proporsi UFP Hartu Kredit Pemerintah diberilan oeh HKepala Eanwil DJPb
setempat.

(15

(18]
LA

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tshun penandatanganan Sumt Permyataan UP.
Tiiisi dengan =nda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas. == ==

(18]

D1z dengan nama lenglap KPA.

(19)

Diisi dengan NP EPA [apabila ada).




